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Abstract: This Study examines the marriage arrangement as indicated by Islamic law 
and positive law in Indonesia. The exploration technique utilized is library research, 
which is a hunt of the writing identified with marriage arrangements. The methodology 
utilized is the syar'i approach, which is an Islamic lawful methodology and a juridical 
methodology, in particular a way to deal with the law, to be specific the Arrangement 
of Islamic Law, KUHPerdata, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The 
consequence of the examination is that the marriage understanding in Islamic law is 
completed by focusing on the arrangements of the syara which are then remembered 
for the Islamic Law Accumulation. Marriage arrangements in certain law in Indonesia 
are taken from the Common Code and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 
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Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian perkawinan menurut 
hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan yaitu 
library research yaitu penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan 
dengan perjanjian perkawinan.  Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i 
merupakan pendekatan hukum Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan 
terhadap Undang-undang yaitu Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Hasil penelitian yaitu perjanjian perkawinan 
dalam hukum Islam dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara 
yang kemudian dimasukkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.  Perjanjian perkawinan 
dalam hukum positif di Indonesia diambil dari KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.   




Hukum keluarga berasal dari Bahasa 
Belanda (familierecht) dan Bahasa 
Inggris (law of familie).  Keluarga 
memiliki arti sempit yaitu anak, istri 
(orang-orang seisi rumah) sedangkan 
dalam arti luas yaitu anggota kerabat 
yang dekat atau sanak saudara.  Hukum 
keluarga menurut terminologi sangat 
sulit dijelaskan diantaranya karena 
selama ini hukum keluarga terpecah-
pecah ke beberapa bidang kajian 
misalnya hukum perkawinan dan 
perceraian, hukum waris, hukum 
perlindungan dan sebagainya.  Bahkan 
hukum keluarga selama ini dibedakan 
menjadi hukum perdata barat dan 
hukum Islam yang terbagi menjadi 
beberapa bagian, misalnya hukum 
waris (fikih mawaris) dan hukum waris 
menurut perdata barat (Burgelijk 
Wetboek).1 
Beberapa ahli hukum yang 
mengartikan hukum keluarga salah 
satunya Ali Affandi yang menjelaskan 
bahwa hukum keluarga merupakan 
ketentuan yang mengatur hubungan 
hukum seseorang dengan keluarga 
sedarah dan hubungan hukum dari 
perkawinan, perwalian, pengampuan 
dan lain-lain.2 
Salah satu bidang yang diatur oleh 
hukum perkawinan yaitu perjanjian 
perkawinan yang dijelaskan dalam 
hukum Islam dan hukum positif di 
Indonesia. 
Beberapa masyarakat di Indonesia 
masih menganggap bahwa perjanjian 
perkawinan merupakan hal yang ‘tabu’ 
bahkan tidak boleh dilakukan oleh 
                                                          
1Kata Pengantar Prof. Dr. Jimly 
Asshiddiqie, S.H dalam bukunya Ahmad 
Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. xv. 
2Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum 
Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut 
pasangan yang akan melangsungkan 
perkawinan. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana perjanjian perkawinan 
menurut hukum Islam dan 
Kompilasi Hukum Islam ? 
2. Bagaimana perjanjian perkawinan 
dalam hukum positif di Indonesia? 
Tujuan Penulisan  
1. Untuk mengetahui dan 
mendeskripsikann menurut hukum 
Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Untuk mengetahui dan 
mendeskripsi perjanjian 
perkawinan dalam hukum positif di 
Indonesia. 
Metode Penelitian  
Metode penelitian yang digunakan 
yaitu library research yaitu penelusuran 
terhadap literatur-literatur yang 
berhubungan dengan perjanjian 
perkawinan.  Pendekatan yang 
digunakan yaitu pendekatan syar’i 
merupakan pendekatan hukum Islam 
dan pendekatan yuridis yaitu 
pendekatan terhadap undang-undang 
yaitu Kompilasi Hukum Islam, 
KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.   
Pembahasan  
Perjanjian Perkawinan Menurut 
Hukum Islam 
 Setiap keluarga menginginkan 
kebaikan dalam pernikahannya yaitu 
sehat, sakinah dan sejahtera, baik 
mental maupun fisik, kebaikan dunia 
maupun akhirat.3 Menurut hukum 
Islam, pernikahan sah dan dianggap 
terjadi apabila ada ijab (penyerahan) 
dan kabul (penerimaan) oleh wali calon 
mempelai wanita kepada calon 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), 
(Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 93. 
3Huzaemah T. Yanggo, Hukum 




mempelai pria yang disaksikan oleh dua 
orang saksi.4 
Beberapa calon pasangan yang akan 
melangsungkan pernikahan dapat 
melakukan perjanjian perkawinan. 
Perjanjian perkawinan merupakan 
kesepakatan yang dibuat calon 
mempelai laki-laki dan perempuan 
sebelum melangsungkan perkawinan 
dan disahkan oleh pegawai pencatat 
nikah. Perjanjian tersebut memiliki 
syarat yaitu tidak boleh bertentangan 
dengan hukum Islam/hakikat 
perkawinan.  Apabila syarat perjanjian 
bertentangan dengan syariat Islam 
maka perjanjian tersebut tidak sah dan 
tidak perlu diikuti akan tetapi akad 
nikahnya tetap sah. 
Nabi Muhammad SAW bersabda 
bahwa “Segala syarat yang tidak 
terdapat dalam Kitabullah adalah batal, 
sekalipun 100 kali syarat.”5 Bentuk 
perjanjian perkawinan menurut Pasal 
45 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
1. Taklik talak.   
2. Perjanjian lain yang tidak 
bertentangan dengan syara. 
Menurut Pasal 46 Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan bahwa: 
1. Isi taklik talak tidak boleh 
bertentangan dengan hukum Islam 
2. Apabila keadaan yang disyaratkan  
dalam taklik talak  benar-benar 
terjadi maka talak tidak jatuh 
dengan sendirinya.  Supaya talak 
benar-benar jatuh maka istri harus 
mengajukan ke Pengadilan Agama. 
3. Perjanjian taklik talak  bukan suatu 
perjanjian yang wajib dilakukan 
pada setiap perkawinan, akan 
tetapi apabila taklik talak sudah 
                                                          
4Asep Sapudin Jahar dan Euis 
Nurlaelawati, Hukum Keluarga, Pidana dan 
Bisnis (Kajian Perundang-undangan 
Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional), 
(Jakarta: Kencana, 2013), h 25.  
diperjanjikan maka tidak dapat 
dicabut kembali. 6 
Menurut Pasal 47 Kompilasi hukum 
Islam, menjelaskan bahwa: 
1. Pada waktu atau sebelum 
perkawinan dilangsungkan calon 
mempelai dapat membuat 
perjanjian tertulis yang disahkan 
Pegawai Pencatat Nikah mengenai 
kedudukan harta dalam perkawinan 
2. Perjanjian pada ayat (1) dapat 
meliputi percampuran harta pribadi 
dan pemisahan harta pencaharian 
sepanjang hal tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum Islam 
Pasal 48 menyatakan bahwa: 
1. Apabila dibuat perjanjian 
perkawinan mengenai pemisahan 
harta bersama maka perjanjian 
tersebut tidak boleh menghilangkan 
kewajiban suami untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. 
2. Apabila dibuat perjanjian 
perkawinan tidak memenuhi 
ketentuan tersebut pada ayat (1) 
dianggap tetap terjadi pemisahan 
harta  bersama dengan kewajiban 
suami menanggung  biaya 
kebutuhan rumah tangga. 
Pasal 49 menyatakan bahwa: 
1. Perjanjian percampuran harta 
pribadi dapat meliputi semua harta, 
baik yang dibawa masing-masing ke 
dalam perkawinan maupun yang 
diperoleh masing-masing selama 
perkawinan 
2. Dengan tidak mengurangi 
ketentuan tersebut pada ayat (1) 
dapat juga diperjanjikan bahwa 
percampuran harta pribadi yang 
5Abdul Rahman Ghozali, Fiqh 
Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 
2003), h. 119-120.  
6Tim Penyusun, Kompilasi Hukum 
Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 25.  
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dibawa selama perkawinan atau 
sebaliknya7 
Pasal 50 menyatakan bahwa: 
1. Perjanjian perkawinan mengenai 
harta, mengikat para pihak dan 
pihak ketiga terhitung mulai 
tanggal  dilangsungkan 
perkawinan  dihadapan Pegawai 
Pencatat Nikah 
2. Perjanjian perkawinan mengenai 
harta dapat dicabut atas  
persetujuan bersama suami istri 
dan wajib mendaftarkannya di 
Kantor Pegawai Pencatat Nikah 
tempat perkawinan 
dilangsungkan 
3. Sejak pendaftaran tersebut, 
pencabutan telah mengikat 
kepada suami istri tetapi terhadap 
pihak ketiga pencabutan baru 
mengikat sejak tanggal 
pendaftaran itu diumumkan suami 
istri pada suatu surat kabar 
setempat 
4. Apabila dalam tempo  6 (enam) 
bulan pengumuman tidak 
dilakukan yang bersangkutan, 
pendaftaran pencabutan dengan 
sendirinya gugur dan tidak 
mengikat pihak ketiga 
5. Pencabutan perjanjian perkawinan 
mengenai harta tidak boleh 
merugikan perjanjian yang telah 
diperbuat sebelumnya dengan 
pihak ketiga. 
Pasal 51 menyatakan: 
Pelanggaran atas perjanjian 
perkawinan memberi hak kepada 
                                                          
7Tim Penyusun, Kompilasi Hukum 
Islam, h. 26.  
8Tim Penyusun, Kompilasi Hukum 
Islam, h. 27.  
9R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 32. 
10Soebekti, Hukum Perjanjian, 
(Jakarta: Intermasa, 2002), h. 1.  
istri untuk meminta pembatalan 
nikah atau mengajukannya 
sebagai alasan gugatan perceraian 
ke Pengadilan Agama  
Pasal 52 menyatakan: 
Pada saat dilangsungkan perkawinan 
dengan istri kedua, ketiga dan keempat 
boleh diperjanjikan mengenai tempat 
kediaman, waktu giliran dan biaya rumah 
tangga bagi istri yang dinikahinya itu.8 
Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum 
Positif di Indonesia 
Perjanjian menurut Pasal 1313 
KUHPerdata merupakan perbuatan 
untuk mengikatkan diri antara orang 
yang satu dengan orang lain.  Perjanjian 
tersebut merupakan peristiwa hukum.9 
Menurut Soebekti menjelaskan bahwa 
perjanjian yaitu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain.10 
Perjanjian Perkawinan belum memiliki 
pengertian yang jelas dalam perundang-
undangan sehingga para ahli hukum 
memberikan pengertian dari masing-
masing tinjauannya.11 
Menurut R. Subekti perjanjian 
perkawinan merupakan perjanjian suami 
dan istri mengenai harta benda selama 
perkawinan yang menyimpang dari 
undang-undang.12 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, 
perjanjian kawin merupakan hubungan 
hukum suatu harta antara pihak yang 
satu dengan pihak yang lain.13 
Pengertian tersebut menjelaskan 
tentang harta suami dan istri selama 
perkawinan.  Calon suami dan calon istri 
11Zaeni Asyhadie & Sahruddin dkk, 
Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di 
Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo 
Persada, 2020), h. 151.  
12R. Subekti, Pokok-pokok Hukum 
Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1983), h. 9.   
13Wirjono Prodjodikoro, Hukum 
Perdata tentang Persetujuan-persetujuan 
Tertentu, (Bandung: Sumur, 1981), h. 11.   
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dapat menyatakan harta benda mereka, 
yaitu dengan perjanjian: 
1. Sepakat untuk menyatukan harta 
2. Menyatukan harta dengan terbatas 
3. Tidak menyatukan harta dalam 
pernikahan mereka 
Perjanjian kawin (huwelijkse 
voorwaarden) merupakan perjanjian 
yang dibuat sebelum pernikahan antara 
calon suami dan calon istri untuk 
mengatur akibat perkawinan yang 
berhubungan dengan harta.14  
Pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa perjanjian perkawinan mengatur: 
1. Meniadakan atau membatasi harta 
bersama menurut undang-undang 
2. Pemberian sesuatu (hadiah) dari 
suami kepada istri atau sebaliknya 
bahkan hadiah timbal balik antara 
suami dan istri 
3. Membatasi kekuasaan suami/istri 
terhadap barang/harta dalam 
perkawinan 
4. Pemberian hadiah dari orang lain 
kepada suami dan istri dalam 
perkawinan 
Secara teoretis perjanjian 
perkawinan dapat dibuat bermacam-
macam sesuai dengan aturan yang 
telah ditentukan, misalnya dalam 
KUHPerdata, Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
(Hukum Islam). 
Menurut Neng Yani Nurhayani, 
perjanjian perkawinan merupakan 
perjanjian yang luhur antara calon 
mempelai pria dan wanita, janji setia 
suami kepada istri, dan 
penyatuan/pemisahan harta calon 
suami atau istri yang menjadi objek dari 
suatu perjanjian.  
                                                          
14R. Soetodjo Prawidohamidjojo 
dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan 
Keluarga (Personen en Familie Recht), 
(Surabaya: Pusat Penerbitan dan 
Percetakan UNAIR, 2008), h. 74.  
Perjanjian perkawinan bukan hanya 
mengenai harta tetapi tentang 
banyaknya dan lamanya dukungan 
yang akan didapatkan dari suami atau 
istri, termasuk mengenai kejujuran dan 
kesempatan, keinginan dan lain-lain.15 
Menurut Pasal 139 KUHPerdata 
menyatakan bahwa perjanjian 
perkawinan dapat dibuat calon  suami 
dan calon istri dengan menyiapkan 
beberapa penyimpangan dari 
perundang-undangan yang 
berhubungan dengan penyatuan harta 
kekayaan dengan tidak menyalahi 
aturan. Beberapa hal yang tidak boleh 
dilakukan dalam perjanjian 
perkawinan, yaitu: 
1. Menurut Pasal 139 perjanjian 
perkawinan yang dilakukan tidak 
boleh melanggar hukum dan 
kesusilaan.  Calon suami dan istri 
dapat mengadakan perjanjian 
(menyimpang dari undang-
undang) mengenai harta 
sepanjang tidak menyalahi 
ketertiban umum dan kesusilaan 
mengindahkan aturan dalam 
KUHPerdata 
2. Hal-hal yang tdiak boleh dilakukan 
dalam perjanjian perkawinan, 
yaitu: 
a) Tidak mengurangi segala hak 
yang disandarkan pada 
kekuasaan suami 
b) Tidak mengurangi hak suami 
terhadap anak pada saat 
pisah ranjang 
c) Tidak mengurangi hak-hak 
yang ditentukan oleh undang-
undang kepada suami atau 
istri yang hidup terlama 
15Neng Yani Nurhayani, Hukum 





d) Tidak mengurangi hak-hak 
suami sebagai kepala rumah 
tangga.16 
Menurut Pasal 29 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan: 
1. Pada waktu atau sebelum 
perkawinan dilangsungkan, kedua 
pihak atau persetujuan bersama 
dapat mengadakan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat nikah, setelah 
mana isinya berlaku juga terhadap 
pihak ketiga sepanjang pihak 
ketiga tersangkut 
2. Perjanjian  tersebut tidak dapat 
disahkan bila melanggar batas-
batas hukum, agama dan 
kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku 
sejak perkawinan dilangsungkan 
4. Selama perkawinan berlangsung 
perjanjian tersebut tidak dapat 
diubah, kecuali bila dari kedua 
belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah dan perubahan tidak 
merugikan pihak ketiga. 
Perjanjian perkawinan mengatur 
tentang ketentuan pengaturan 
dan pisah harta. 
Perjanjian Perkawinan dengan 
Pengaturan Harta Benda 
Harta perkawinan merupakan harta 
yang diperoleh oleh suatu keluarga 
untuk kebutuhan hidup mereka.  Harta 
tersebut merupakan dasar materil 
suatu rumah tangga yang berfungsi  
untuk memenuhi kebutuhan hidup.17 
Menurut Imam Sodiyat  mengatakan 
bahwa harta kekayaan dalam sebuah 
                                                          
16Rosnidar Sembiring, Hukum 
Keluarga, Harta-harta Benda dalam 
Perkawinan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2016), h. 65.  
17Zaeni Asyhadie dan Sahruddin 
dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum 
Positif di Indonesia, h. 154. 
rumah tangga dibagi menjadi empat 
bagian, yaitu: 
1. Harta warisan untuk yang dibagi 
sesudah pewaris meninggal dunia 
2. Harta yang diperoleh masing-
masing, suami dan istri baik 
sebelum atau selama perkawinan 
3. Harta yang diperoleh selama 
perkawinan karena usaha bersama 
suami dan istri 
4. Harta (hadiah) yang diberikan 
suami atau istri.18 
Menurut J. Satrio bahwa dalam 
sebuah rumah tangga terdapat dua 
klasifikasi harta, yaitu: 
1. Harta Bersama yang merupakan 
harta yang diperoleh suami dan 
istri selama pernikahan yakni 
pendapatan suami dan 
pendapatan istri (Pasal 35 ayat (1) 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan) 
2. Harta Bawaan (Harta Pribadi) 
merupakan  harta yang dimiliki 
suami atau istri sebelum terjadi 
pernikahan (hadiah/warisan) yang 
tidak masuk dalam harta bersama 
kecuali dengan perjanjian lain.19 
Harta bersama yang berasal dari harta 
bawaan dapat masuk ke dalam 
perjanjian perkawinan (menjadi milik 
bersama). 
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 dua sumber harta bersama dalam 
perkawinan, yaiu: 
1. Harta pencaharian bersama 
2. Harta bawaan yang dimaksudkan 
melalui perjanjian perkawinan 
18Rosnidar Sembiring, Hukum 
Keluarga, Harta-harta Benda dalam 
Perkawinan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2016), h. 100. 
19Rosnidar Sembiring, Hukum 
Keluarga, Harta-harta Benda dalam 
Perkawinan, h. 105. 
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Apabila dirinci  sumber harta 
bersama sebagai harta pencaharian, 
yaitu: 
1. Hasil dan pendapatan suami 
2. Hasil dan pendapatn istri, hasil dan 
pendapatan dari harta bawaan 
suami atau istri walaupun harta 
pokoknya tidak termasuk harta 
bersama tetapi semua diperoleh 
selama perkawinan.20 
Perjanjian Perkawinan dengan 
Pemisahan Harta 
Pemisahan harta dapat dilakukan 
untuk melindungi hak istri terhadap 
harta bersama dan harta bawaan dari 
kekuasaan suami yang sangat luas.  
Undang-undang menjamin hak istri 
dengan mengajukan kepada hakim 
untuk diadakan pemisahan harta 
selama perkawinan.  Pemisahan 
tersebut dapat dilakukan apabila: 
1. Suami memiliki sifat yang tidak baik 
dengan mengorbankan harta  
bersama dan membahayakan 
keselamatan keluarga. 
2. Suami mengurus harta istri dengan 
buruk yang menyebabkan 
kekhawatiran bahwa harta 
tersebut akan habis 
3. Suami menjual harta sehingga 
dikhawatirkan istri akan kehilangan 
hak terhadap harta bersama 
tersebut. 
Pemisahan harta dapat dilakukan 
dengan mengajukan gugatan dengan 
tujuan untuk mendapatkan 
pengesahan  pemisahan harta.  
Pemisahan harta tersebut diumumkan 
terlebih dahulu sebelum diperiksa dan 
diputus oleh hakim.  Putusan tersebut 
juga diumumkan untuk menjaga 
kepentingan pihak ketiga.  Pada 
umumnya, pihak ketiga merupakan 
orang-orang yang mempunyai utang 
                                                          
20Neng Yani Nurhayani, Hukum 
Perdata, h. 151. 
piutang terhadap suami. Orang-orang 
tersebut dapat mengajukan 
perlawanan terhadap pemisahan harta.  
Menurut Pasal 105 KUHPerdata 
menyatakan bahwa suami dapat 
mengatur harta istri. Hal tersebut 
dapat ditiadakan apabila diadakan 
perjanjian perkawinan sehingga tidak 
ada persekutuan harta, yang terdiri dari 
persekutuan yang sesuai dengan 
undang-undang, untung dan rugi, 
pendapatan dan hasil atau segala 
macam percampuran.  Contoh, apabila 
suami mempunyai utang maka tidak 
dapat dibebankan kepada istri untuk 
melunasinya. 
Hal-hal yang diatur dalam perjanjian 
perkawinan tersebut, yaitu: 
1. Tidak ada percampuran dalam 
bentuk apapun 
2. Harta masing-masing tetap 
menjadi milik masing-masing 
3. Istri  mempunyai hak untuk 
mengurus dan menikmati hasil dari 
harta tersebut 
4. Utang masing-masing tetap 
menjadi tanggungan masing-
masing 
5. Suami menanggung biaya rumah 
tangga (belanja, sekolah, telepon, 
listrik dan lain-lain) sebagai kepala 
rumah tangga 
6. Perabotan rumah tangga menjadi 
milik istri 
7. Pakaian, perhiasan, buku-buku 
dianggap sebagai milik yang 
bersangkutan 
8. Harta hibah, warisan atau apapun 
dalam pernikahan dapat dianggap 
menjadi milik salah satu pihak 
apabila dapat dibuktikan.  Apabila 
tidak dapat dibuktikan maka dibagi 
dua. 21 
21Zaeni Asyhadie dan Sahruddin 
dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum 
Positif di Indonesia, h. 159. 
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Menurut R. Soetodjo 
Prawidohamidjojo dan Marthalena 
Pohan perjanjian perkawinan dengan 
asas kebebasan dibatasi dengan 
ketentuan: 
1. Perjanjian tidak bertentangan 
dengan Pasal 1335 KUHPerdata 
yang menyatakan bahwa perjanjian 
yang diadakan karena sebab palsu 
dan terlarang tidak berkekuatan 
hukum. 
2. Tidak mengadakan perjanjian yang 
menyimpang dari: 
a) Hak-hak suami sebagai kepala 
rumah tangga.  Misalnya, hak 
menentukan tempat tinggal 
dan mengurus harta bersama 
oleh suami 
b) Hak-hak tentang kekuasaan 
orang tua.  Misalnya, hak 
untuk mengurus harta anak-
anak dan mengambil 
keputusan untuk mengasuh 
dan pendidikan anak 
c) Hak-hak yang ditentukan oleh 
undang-undang bagi 
pasangan yang hidup terlama.  
Misalnya, untuk menjadi wali 
atau menunjuk wali bagi anak 
dengan testamen 
d) Tidak boleh mengadakan 
perjanjian yang melepas hak 
terhadap harta peninggalan 
dari pewaris.   
e) Tidak boleh mengadakan 
perjanjian yang menyatakan 
bahwa salah satu pihak akan 
melunasi utang yang tidak 
lebih besar dari bagiannya. 
f) Tidak boleh mengadakan 
perjanjian dengan 
menggunakan kata-kata 
umum bahwa harta mereka 
akan diatur oleh undang-
undang negara asing.22 
                                                          
22R. Soetodjo Prawidohamidjojo 
dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan 
Calon suami dan istri juga dapat 
mengadakan perjanjian tentang:  
1. Pisah harta sama sekali.  Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 114 
KUHPerdata yang menyatakan 
bahwa tidak ada penyatuan harta 
sama sekali.  Para pihak menyatakan 
secara tegas bahwa tidak 
menghendaki penyatuan untung 
dan rugi sehingga suami dan istri 
tetap menjadi pemilik dari harta 
atau hasil usaha yang dibawa ke 
dalam perkawinan. 
2. Penyatuan untung dan rugi.  
Menurut Pasal 155 KUHPerdata 
menyatakan bahwa perjanjian 
perkawinan yang dilakukan hanya 
penyatuan untung dan rugi bukan 
menyatukan harta, sehingga segala 
keuntungan dan kerugian menjadi 
tanggung jawab bersama. 
3. Perjanjian persatuan dan 
pendapatan.  Menurut Pasal 164 
KUHPerdata menyatakan bahwa 
suami dan istri hanya mengadakan 
perjanjian dengan menyatukan hasil 
(pendapatan) bukan menyatukan 
harta dan bukan menyatukan 
untung dan rugi. 
Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian perkawinan diadakan 
dengan memperhatikan syarat-syarat 
khusus yang terdiri dari diri pribadi, 
bentuk dan isi perjanjian perkawinan. 
Syarat mengenai diri pribadi 
merupakan syarat yang harus 
terpenuhi bagi pihak yang akan 
membuat perjanjian, sehingga berlaku 
syarat pembuatan perjanjian 
perkawinan. 
Undang-undang perkawinan 
menjelaskan bahwa seorang pria yang 
belum mencapai  umur 19 tahun dan 
gadis yang belum mencapai umur 16 
tahun tidak diperbolehkan 




mengikatkan dirinya dalam sebuah 
pernikahan sehingga mereka belum 
dapat mengadakan perjanjian 
perkawinan. Adapun syarat perjanjian 
perkawinan bagi seseorang, yaitu: 
1. Memenuhi syarat untuk 
mengadakan perkawinan 
2. Perjanjian dibuat dengan bantuan 
seseorang atau didampingi oleh 
orang yang berhak memberikan 
izin pernikahan 
3. Pengadilan memberikan 
persetujuan perkawinan dan 
konsep penjanjian. 23 
Menurut Abdul Kadir Muhammad 
menyatakan bahwa persyaratan 
perjanjian kawin yaitu: 
1. Dibuat sebelum pernikahan 
2. Bentuk tertulis dan disahkan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah 
3. Isi perjanjian tidak bertentangan 
dengan hukum, agama dan 
kesusilaan. 
4. Berlaku sejak pernikahan 
dilangsungkan 
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh 
diubah selama perkawinan 
6. Dijelaskan di dalam akta 
pernikahan (Pasal 12 PP No. 9 tahun 
1975)24 
Apabila salah satu atau kedua calon 
mempelai pada saat perjanjian 
perkawinan belum mencapai batas 
umur yang telah ditentukan dan tanpa 
bantuan orang tua atau wali maka 
perjanjian tersebut tidak sah akan 
tetapi akadnya sah.25  
Apabila setelah oarng tua/wali 
membantu dalam pembuatan 
perjanjian perkawinan dan suatu saat 
orang tua/wali meninggal dunia 
sebelum dilangsungkan perkawinan 
                                                          
23Zaeni Asyhadie dan Sahruddin 
dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum 
Positif di Indonesia, h. 163. 
24Neng Yani Nurhayani, Hukum 
Perdata, h. 143. 
maka perjanjian tersebut harus dibuat 
kembali karena orang tua/wali telah 
meninggal dunia.26 
Akibat dari calon suami dan istri masih 
dibawah umur dan orang tua atau wali 
menolak untuk membantu dalam 
perjanjian perkawinan mereka maka 
mereka menikah dengan penyatuan 
harta. 
Pasal 147 KUHPerdata menentukan 
bahwa perjanjian perkawinan dibuat 
sebelum pernikahan.  Jangka waktu 
pembuatan perjanjian tersebut tidak 
diatur  oleh undang-undang, akan 
tetapi sebaiknya dibuat berdekatan 
dengan waktu pernikahan.  Calon 
suami dan istri dapat melakukan 
perubahan melalui akta notaris.  
Apabila perjanjian dibantu oleh orang 
tua atau wali maka mereka 
diikutsertakan dalam membuat akta 
notaris.  Apabila orang tua atau wali 
tidak menyetujui perubahan maka 
tidak diiperbolehkan untuk merubah 
perjanjian.  Apabila dilakukan maka 
perjanjian perkawinan tidak sah. 
Bentuk Perjanjian Perkawinan 
Menurut Pasal 147 KUHPerdata 
bahwa perjanjian perkawinan harus 
dibuat dengan akta notaris dengan 
ancaman pembatalan.  Syarat tersebut 
dimaksudkan untuk dua hal, yaitu: 
1. Perjanjian tersebut dituangkan 
dalam akta otentik yang 
berkekuatan hukum yang kuat 
2. Memberikan kepastian hukum 
mengenai hak dan kewajiban suami 
dan istri terhadap harta mereka 
Menurut Undang-undang 
Perkawinan bahwa perjanjian 
perkawinan dibuat dengan tertulis 
(akta dibawah tangan) yang dibuat 
25Zaeni Asyhadie dan Sahruddin 
dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum 
Positif di Indonesia, h. 164.  
26Neng Yani Nurhayani, Hukum 
Perdata, h. 144. 
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calon suami dan istri dan disahkan oleh 




Perjanjian perkawinan merupakan 
perjanjian antara calon sumai dan istri 
sebelum melangsungkan pernikahan 
berkaitan dengan harta dan hal-hal lain 
dalam sebuah rumah tangga. Perjanjian 
perkawinan diatur di dalam hukum 
Islam dan hukum positif di Indonesia 
yang terdiri dari syarat dan bentuk 
perjanjian perkawinan tersebut. Bahwa 
perjanjian perkawinan dalam hukum 
Islam dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan 
syara yang kemudian dimasukkan di 
dalam Kompilasi Hukum Islam.  
Perjanjian perkawinan dalam hukum 
positif di Indonesia diambil dari 
KUHPerdata dan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.   
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